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BAB 5 

 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Walikota Bandung merupakan Penguasa karena telah memenuhi 

pengertian Penguasa sebagaimana dimaksud dalam Perbuatan 

Melawan Hukum Penguasa. Berdasarkan pengertiannya bahwa 

penguasa adalah orang atau badan yang melakukan atau 

menjalankan kekuasaan; siapa yang memegang atau 

menjalankan kekuasaan. Dalam ajaran yang dikemukakan oleh 

Montesquieu mengenai teori trias politica, bahwa kekuasaan 

negara tidak boleh bersifat mutlak (absolut) sehingga harus ada 

pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi 3 pemisahan 

kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan 

kekuasaan yudikatif.  

 

Perbuatan hukum oleh pemerintah adalah suatu perbuatan yang 

merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan atau melahirkan 

akibat hukum. Karena perbuatannya menimbulkan akibat 

hukum, maka konsekuensinya adalah dimintakan 

pertanggungjawaban hukumnya. Perbuatan hukum oleh 

pemerintah dalam suatu negara terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

perbuatan hukum oleh pemerintah yang dilakukan secara 

keperdataan (privaatrechtlijke handeling) dan secara publik 

(publiekrechtelijke handeling). Setiap daerah memiliki kepala 

daerah sebagai perwakilan daerah baik di dalam maupun di luar 

persidangan. Dalam tingkatan kota, kepala daerah yang 

memimpin adalah walikota, yang mana merupakan 
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penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan eksekutif di 

daerah khususnya kota. Karena bila mengingat kembali bahwa 

pengertian dari penguasa adalah orang atau badan yang 

melakukan atau menjalankan kekuasaan, maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa walikota adalah penguasa karena walikota 

merupakan orang yang memegang kekuasaan dalam ranah 

eksekutif di tingkat kota. 

 

2. Perbuatan Walikota Bandung telah memenuhi unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang mana dalam hal 

ini memenuhi unsur: 

a. Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat 4 (empat) 

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum, salah satunya adalah bertentangan dengan kewajiban 

hukum pelaku. Perbuatan yang bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku, dapat dilihat dari sudut padang 

pelaku yang melanggar kewajibannya. Pada tahun 2018, 

Walikota Bandung mengeluarkan izin PKL untuk berdagang 

di Jalan Hasanudin, di mana jalan tersebut merupakan zona 

merah sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Bandung 

Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan 

PKL.  

 

Dengan memenuhi unsur kesengajaan pada perbuatan yang 

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hal ini 

membuat Walikota Bandung sebagai penguasa dalam ranah 

eksekutif di Kota Bandung telah melanggar kewajiban 

hukumnya sebagai kepala daerah dalam menaati seluruh 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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b. Kesalahan 

Syarat kesalahan harus diartukan dalam arti subjektif dan 

dalam arti objektifnya. Dalam arti objektifnya, Walikota 

Bandung dapat dikatakan memenuhi syarat objektif karena 

mengeluarkan izin PKL untuk berdagang di zona merah pada 

Jalan Hasanudin dan mengeluarkan Perwal Kota Bandung 

Nomor 032 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas 

Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 untuk 

menghapus Jalan Hasanudin dari daftar zona merah, yang 

mana dalam hal ini hukum positif yang lebih superior hingga 

saat masih berlaku dan belum dicabut yang mana peraturan 

tersebut adalah Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Penataan dan Pembinaan PKL. 

 

Dalam arti subjektifnya, Walikota Bandung dapat dikatakan 

memenuhi syarat subjektif karena perbuatannya yang 

mengeluarkan izin PKL untuk bedagang di zona merah dan 

mengeluarkan Perwal yang bertentangan dengan Perda, yang 

mana dalam hal ini perbuatan Walikota Bandung adalah 

sengaja. Walaupun sebagai pemegang kekuasaan Walikota 

Bandung memiliki diskresi, namun diskresi itu harus sesuai 

dengan AAUPB dan tidak melawan hukum. Maka dari itu, 

Walikota Bandung sudah memenuhi unsur kesalahan dalam 

arti subjektif maupun objektif. 

 

c. Kerugian 

Kerugian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan 

kerugian immateriil. Kerugian materiil sendiri terbagi 

menjadi 3 (tiga) bentuk, yang salah satunya adalah rugi. 

Dengan adanya PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin, 

membuat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada rumah 
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masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin akan 

menurun. Selain itu kerugian dalam bentuk rugi dapat 

dimintakan oleh warga yang tinggal di sekitar Jalan 

Hasanudin atas bensin yang keluar, karena kemacetan yang 

menjadi sebuah dampak dari adanya PKL di Jalan 

Hasanudin, membuat warga yang berpergian ke suatu tempat 

menjadi terlambat. Sedangkan kerugian immateril yang 

didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan 

Hasanudin dengan adanya PKL yang berdagang di Jalan 

Hasanudin adalah kebersihan lingkungan yang 

dipertanyakan kebersihannya dan membuat kenyamanan 

warga akan berkurang mengingat Jalan Hasanudin dilalui 

oleh bus Damri, yang mana dalam hal ini membuat wilayah 

perumahan di daerah Jalan Hasanudin bertambah macet yang 

juga dikarenakan adanya parkiran mobil/motor di depan 

tenda PKL yang terdapat di Jalan Hasanudin. 

 

d. Hubungan Kausal 

Dari beberapa ajaran mengenai hubungan kausalitas, ajaran 

dari Von Kries tentang adaequate veroorzaking yang dapat 

diterapkan ke dalam penulisan hukum ini. Pengertian dari 

adaequate sendiri adalah seimbang, yang mana seimbang 

yang dimaksud itu harus berdasarkan perhitungan yang 

layak. Melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Walikota 

Bandung sebagai pemerintah, dengan memberikan izin bagi 

PKL untuk kembali berdagang di Jalan Hasanudin yang 

merupakan zona merah, maka dampak atas diberikannya izin 

berdirinya PKL tersebut juga langsung dirasakan masyarakat 

yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin berupa kerugian 

secara materiil dan immateril. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

beserta kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis ingin memberi 

saran sebagai berikut: 

Pertama, Walikota Bandung dengan inisiatifnya dapat mencabut terlebih 

dahulu Perwal Nomor 32 Tahun 2019 karena bertentangan dengan Perda 

Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Setelah itu Walikota Bandung juga 

dapat mencabut izin berdagangnya PKL di Jalan Hasanudin tersebut. 

 

Kedua, dapat dipertemukan kembali untuk mencari penyelesaian lebih 

lanjut mengenai PKL di Jalan Hasanudin antara Pemerintah Kota 

Bandung, Warga RW 08 dan RW 09, Camat setempat, pihak Rumah Sakit 

Boromeus, dan perwakilan dari PKL yang menjadi Ketua Asosiasi PKL di 

Jalan Hasanudin. Bentuk pertemuan ini bertujuan untuk memediasi semua 

pihak yang terlibat untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang 

terjadi. 

 

Ketiga, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin, dapat 

menggugat Walikota Bandung sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota 

Bandung di Pengadilan, dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh 

Penguasa. Hal ini dapat dimintakan untuk pencabutan izin bagi para PKL 

yang berdagang di Jalan Hasanudin. Selain itu, masyarakat juga dapat 

menuntut Walikota Bandung untuk memindahkan PKL yang berada di 

Jalan Hasanudin ke tempat yang sudah diperbolehkan untuk berdagang 

sesuai Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan 

Pembinaan PKL. 
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